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Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih  (good governance dan clean government)  telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban  yang  jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan     Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Pelaporan tersebut dalam bentuk LAKIP sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan apakah tujuan dan sasaran program mencapai hasil yang diharapkan, berhasil guna dan berdaya guna yang optimal dalam pelaksanaanya, maka perlu disusun laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selama tahun anggaran 2015, dimana LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya good governance yaitu pemerintah yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Hulu Sungai Utara merupakan unsur unit pelaksana dari Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 30 Desember 2013.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Hulu Sungai Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :

1) Sub Bagian Program;

2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan

3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;

c. Bidang Anggaran, terdiri dari :

1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran

2) Sub Bidang Pengendalian Anggaran

d. Bidang Akuntansi, terdiri dari :

1) Sub Bidang Penatausahaan dan Pembukuan

2) Sub Bidang Pelaporan

e. Bidang Perbendaharaan

1) Sub Bidang Belanja Langsung

2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

f. Bidang Aset

1) Sub Bidang Penghapusan;

2) Sub Bidang Penggunausahaan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dari organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat

A.1. Tugas


Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan program, administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.

Sekretariat terdiri dari:

a.
Sub Bagian Program;

b.
Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan

c.
Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

A.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai  berikut :

a. perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program, administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;

b. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program;

c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan administrasi umum dan perlengkapan;

d. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan dan kepegawaian; 

e. pelaporan penyelenggaraan program, administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian; dan

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

B. Bidang Anggaran

B.1. Tugas

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD serta pengendalian pelaksanaan APBD.

Bidang Anggaran, terdiri dari:

a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan

b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

B.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana kerja di bidang anggaran;

b. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

c. pengendalian pelaksanaan APBD; dan

d. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan perencanaan dan pengendalian anggaran; dan

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

C. Bidang Akuntansi

C.1. Tugas

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Bidang Akuntansi, terdiri dari:
a. Sub Bidang Penatausahaan dan Pembukuan; dan
b. Sub Bidang Pelaporan.

C.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana kerja di bidang akuntansi. 

b. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan akuntansi daerah;

c. penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penatausahaan, pembukuan dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan

D. Bidang Perbendaharaan

D.1. Tugas

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan kegiatan perbendaharaan daerah.

Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:

a. Sub Bidang Belanja Langsung; dan

b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.

D.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana kerja di bidang perbendaharaan; 

b. penyelenggaraan urusan sebagai kuasa bendahara umum daerah;

c. penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan perbendaharaan daerah; 

d. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja langsung dan belanja tidak langsung; dan

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

E. Bidang Aset Daerah

E.1. Tugas

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan bidang aset dalam kegiatan penghapusan, penilaian, pemindahtanganan, pembiayaan, pengamanan, pemanfaatan dan penggunaan.

Bidang Aset terdiri dari:

a. Sub Bidang Penghapusan; dan

b. Sub Bidang Penggunausahaan

E.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan aset;

b. penyusunan, pengolahan dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pengelolaan aset;

c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penghapusan dan penggunausahaan aset; dan

d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Fungsi dari organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran;

d. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan akuntansi;

e. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan perbendaharaan;

f. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan perencanaan dan pengendalian aset;

g. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penatausahaan dan penggunausahaan aset;

h. pelaksanaan tugas kesekretariatan.


Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor  22 tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, susunan struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HSU


  





PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I
PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

C. Struktur Organisasi 

D. Sistimatika Penyajian



BAB II 
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Kinerja 

1. Visi 

2. Misi



3. Tujuan

4. Sasaran, IKU, Target

5. Strategi Pencapaian Tujuan/Sasaran Stratejik 

B. Penetapan Kinerja



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Pengukuran Kinerja 

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 

C. Akuntabilitas Keuangan  

BAB IV
P E N U T U P 
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